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Abstrak—Kemiskinan merupakan fenomena dimana seorang individu tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kesehatan
merupakan aspek penting bagi setiap individu karena kesehatan salah satu kebutuhan yang sangat berperan aktif dalam kehidupan sehari-
hari. kesehatan harus selalu menjadi perhatian bagi setiap individu. Sementara di Indonesia angka kemiskinan perdesaannya terus meningkat
maka dari itu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) mengetahui penyebab dari terus meningkatnya angka kemiskinan
2) mengetaui pentingnya menurunkan angka kemiskinan 3) menjelaskankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi setiap individu tanpa
harus memikirkan biaya. jenis penelitian ini kualitatif, mendeskripsikan dan menggunakan data sekunder, dalam menanalisis data. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, Kemiskinan terus meningkat karena penduduk yang terus meningkat mengakibatkan kurangnya lapangan
pekerjaan, angka kemiskinan bisa menurun apabila ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah menjamin kesehatan
rakyatnya dengan memberikan jaminan kesehatan.
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Abstract—Poverty is a phenomenon where an individual cannot fulfill his daily needs. Health is an important aspect for every individual
because health is one of the needs that play an active role in daily life. health must always be a concern for every individual. While in
Indonesia the rural poverty rate continues to increase, therefore the objectives to be achieved in this study are 1) knowing the cause of the
continued increase in poverty 2) knowing the importance of reducing poverty 3) explaining the importance of protecting health for each
individual without having to think about costs. this type of research is qualitative, describing, and using secondary data, in analyzing the
data. The results of the study show that poverty continues to increase because the population continues to increase resulting in lack of
employment, poverty rates can decrease if there is a cooperation between the community and the government, the government guarantees
the health of its people with providing health insurance.
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1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi ketika masyarakat atau individu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun
hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar (Parta 2020). Tri (2016) juga menjelaskan bahwa kekurangan bahan pangan yang
bisa menyebabkan mereka kelaparan dan ini akan menjadi alasan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam kemiskinan.
Biasanya kemiskinan juga dapat digambarkan dengan kelaparan yang dialami suatu masyarakat atau individu, yang artinya
berarti masyarakat atau individu tidak mampu dalam memenuhi sumber daya - sumber daya yang ada disekitar lingkunganya.
Rendahnya perlindungan kesehatan dan gizi yang bisa menyebabkan masyarakat rentan terkena penyakit, karena kemiskinan
ditandai dengan seorang individu tidak bisa untuk pergi ke dokter.

Keterbatasan dalam mencari pekerjaan dapat mempengaruhi angka kemiskinan yang terus meningkat terutama di
daerah perdesaan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Jika harga pasar naik maka mereka bisa mencukupi
kebutuhan sehari hari sedangkan jika sebaliknya maka, mereka akan kesusahan untuk mendapatkan uang dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari (Jayani 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang berhak menerima dan mendapatkan hak mereka salah satunya mendapatkan jaminan
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat miskin,

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan yang terjadi pada perdesaan yang ada di Indonesia setiap tahun mengalami
peningkatan angka kemiskinan. Pada tahun 2017 angka kemiskinan telah mencapai 370.910 pada tahun 2018 mencapai angka
392.154 dan pada tahun 2019 mencapai hingga angka 494.398 (Falakhi 2018).

Tabel 1. Angka kemiskinan perdesaan di Indonesia

No Tahun Maret September
1 2017 361.496 370.910

2 2018 383.908 392.154

3 2019 494.398

Sumber : (Badan Pusat Statistik 2019)

Masyarakat adalah sekelompok manusia baik dari perkotaan maupun masyarakat yang tinggal perdesaan yang
mengalami kemiskinan banyak diantara tidak terlalu memikirkan kesehatan mereka (Todaro dan Smith 2006). Sebaliknya
mereka hanya mempedulikan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sedangkan masalah kesehatan
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malah diabaikan sehingga pemeliharaan kesehatan sangat kurang. Dan mereka juga akan sulit jika masyarakat perdesaan
untuk mecukupi kebutuhan gizi yang seimbang,

Menurut Aziiz (2019) menjelaskan masalah ekonomi menjadi pemicu utama sehingga membuat masyarakat atau
individu tidak mampu untuk membeli bahan makanan. Meskipun bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang bagus tidak
semuanya mabhal, tetapi bagi masyarakat tetap saja sulit untuk membelinya. Karena hal itu banyak diantaranya mengalami
dampak untuk kesehatan yaitu gizi buruk. Sehingga dalam hal ini, (Jhingan 2012) berpendapat bahwa banyak yang
mengalami gizi buruk karena kurang diberi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein, akan tetapi mereka tetap
memberikan makanan seadanya untuk anak-anaknya.

2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Karangka Teori

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak memiliki kesejahteraan yang merata. Sementara di Indonesia
angka kemiskinan perdesaannya terus meningkat maka dari itu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1)
mengetahui penyebab dari terus meningkatnya angka kemiskinan 2) mengetaui pentingnya menurunkan angka kemiskinan 3)
menjelaskankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi setiap individu tanpa harus memikirkan biaya.

2.2 Tahapan Penelitian

Penulis menggunakan metode kuatitatif karena berdasarkan Priyono (2012) metode ini adalah riset yang sifatnya
mendeskripsikan, menganalisis, dan menggunakan data sebagai acuan dan juga menggunakan teori sebagai bahan pendukung.
Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif karena menyajikan tentang keadaan yang lebih mendetail (Diniatri 2018). Data
penelitian menggunakan data sekunder dengan memperoleh dari sumber yang tidak langsung.

Peneliti menggunakan metode kepustakaan yaitu caranya mengumpulkan bahan dan materi teori yang mendukung meliputi
jurnal, artikel, dan referansi-referensi lainnya (Tasya 2020). Peneliti menggunakan metode yaitu kuatitatif karena dalam
Kisikisi (2016) bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena. Studi pustaka metode ini
dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan materi dari teori yang dapat mendukung dalam pengumpulan data, seperti
artikel, jurnal, referensi-referensi lainnya (Anon 2018). Observasi menurut Rachmatul (2013), metode ini dilakukan dengan
pengamatan lingkungan sekitar agar dapat mengumpulkan data secara langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kemiskinan Dan Kesehatan Masyarakat

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak memiliki kesejahteraan yang merata. Ketidakmampuan individu
dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak baik makanan maupun nonmakanan, tidak dapat memenuhi
kebutuhan sekunder, primer maupun tersier termasuk kedalam kemiskinan (Pribakti 2018).

Kesehatan adalah kondisi dimana tubuh kita terbebas dari penyakit, baik penyakit batin ataupun penyakit fisik. Karena
jika kita terbebas dari penyakit maka kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas secara produktif. Baik
untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar (Suparmoko 2000). Dalam pemeliharaan kesehatan ada upaya-upaya yang harus kita
lakukan salah satunya dengan menaggulangi, dan pencegahan gangguan kesehatan yang dapat memerlukan tindakan -
tindakan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan (Atika 2015).

3.2 Aturan Yang Membahas Tentang Kesehatan Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2009 pasal 5 adalah salah satu peraturan yang membahas tentang
kesehatan bagi setiap masyarakat di Indonesia tidak terkecuali masyarakat miskin yang artinya setiap lapisan masyarakat
berhak mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan akses atas sumber daya di bidang pelayanan kesehatan. Jadi
pemerintah harus senantiasa memastikan agar setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. (Jogloabang 2019b). Artinya kesehatan adalah salah satu hak asasi
manusia yang mutlak dan merupakan hak yang dapat mensejahteraan dan dapat diwujudkan melalui cita-cita bangsa
Indonesia yang tercantum dan dijelaskan didalam Pancasila dan UUD Negara Rl Tahun 1945 yaitu bahwa segala bentuk
kegiatan, upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ketempat setinggi-tingginya yang akan
dilaksanakan berdasarkan dengan aturan seperti, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menjalankan
pembentukan sumber daya manusia Indonesia, dan setiap upaya terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga
berarti investasi bagi pembangunan Negara karena setiap upaya pembangunan harus didasari dengan adanya pengetahuan
kesehatan yang luas sehingga pemerintah nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat yang merupakan salah sau
tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.
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3.3 Penyebab Kemiskinan Terus Bertambah

Berdasarkan Bima (2009), bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana ketidakmampuan suatu individu untuk
memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier (Suryani dan Yuliadi 2017). Berikut grafik yang menunjukan angka
kemiskinan di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial.

Menurut (Hadi et al. 2014), kemiskinan akan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan bisa disesbabkan karena penyebabnya bisa berasal dari
masyarakat itu sendiri seperti malas bekerja, yang merupakan kebiasaan buruk yang sulit untuk di pola pikir yang masih kuno
seperti mereka menganggap hidup mereka adalah takdir yang ditetapkan oleh Tuhan (Rahma 2020).Karena tingkat pendidikan
masyarakat yang rendah serta kurangnya kesadaran untuk hidup lebih maju dan memiliki pola pikir yang masih kuno bahwa
nasib dan takdir merupakan ketetapan Tuhan, maka mereka beranggapan bahwa kemiskinan adalah jalan hidup sehingga
membuat mereka tidak perduli dengan kehidupannya serta tidak semangat untuk bekerja dan memperbaiki kehidupan mereka
sendiri (Ira 2017).

3.4 Tindakan Mengatasi Kesehatan Masyarakat Miskin di Indonesia

Nafsiah (2000) menjelaskan bahwa angka kemiskinan bisa menurun apabila adanya kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat yaitu dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk merubah pola pikir serta adanya keinginan untuk menjadi
individu yang lebih baik. Sedangkan menurut Rinaldi (2018), pemerintah harus lebih mencari jalan keluar melalui
musyawarah sesuai dengan sila ke 4 Pancasila yaitu “Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam
Permusyawaratan / Perwakilan® agar mencapai mufakat dan bisa menjadi acuan untuk bagaiman perlindungan kesehatan
terhadap kemiskinan di Indonesia terutama di perdesaan. Sehingga individu bisa merasa bahwa dia dihargai dan bisa
mengubah polat piker mereka.

Pemerintah dapat mendistribusian bantuan secara merata dan tepat sasaran, dan menyediakan lapangan pekerjaan.
Upaya pemerintah dalam menangani kesehatan masyarakat miskin sudah dilakukan berbagai cara dengan membuat asuransi
kesehatan(Chaerani 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang
berhak menerima dan mendapatkan hak mereka salah satunya mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat miskin Namun, hal ini ternyata belum berhasil lantaran rendahnya kesadaran
masyarakat akan kesehatannya karena mereka telah menganggap semuanya takdir kemudian pemerintah telah membuat
layanan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Dalam layanan ini banyak masyarakat miskin
yang terbantu dengan program ini dengan mendapatkan sebuah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia
Sehat (KIS). Dan kedepannya diharapkankan jaminan pelayanan kesehatan ini dapat membantu masyarakat miskin dan
tersebar secara merata tanpa memikirkan biaya kesehatan sehingga masyarakat miskin bisa mendapatkan kesejahteraan bagi
kesehatan mereka.

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diwujudkan bisa dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan
kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh
pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan masyarakat secara menyeluruh dan saling berhubungan. Serta
pelayanan kesehatan pada orang miskin bisa dibagikan secara adil dan merata, serta aman, serta berkualitas, dan terjangkau
oleh setiap lapisan masyarakat(Jogloabang 2019b). Wewenang pemerintah ini diberikan supaya pemerintah menyelenggaraan
kewajiban baik pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diarahkan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan untuk meningkatan daya saing disetiap daerah perlu dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI(Jogloabang 2019).

Sehingga dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pusat tentunya perlu meningkatkan dengan lebih
memperhatikan faktor-faktor hubungan antara pemerintah daerah dengan agar potensi dan keanekaragaman daerah, serta
pelayanan dan kesejahteraan kesehatan masyarakat lebih terjamin. Wewenang pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 salah satunya pada pasal 11 dengan pokok bahasan yaitu :

a. Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan termasuk urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
di maksud dalam Pasal 9 ayat 3.

b. Pada ayat 1 menjelaskan tentang urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

c. Pada ayat 2 membahas tentang urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan termasuk
pelayanan dasar.

Dalam pasal 12 telah dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan dan juga telah berkaitan dengan
Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan, sosial.

Berkaitan dengan sila ke-4 bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bermusyawarah artinya
pembahasan bersama untuk menapai keputusan atas suatu permasalahan maupun hal lain yang berkaitan dengan kerakyatan,
yang harus dimusyawarahkan sampai mufakat atau kebulatan pendapat. Selain itu, musyawarah adalah untuk kepentingan
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mayoritas rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga bermusyawarah bisa dilakukan dengan cara
kekeluargaan, hingga diakhir musyawarah dapat menghasilkan keputusan mufakat.

Pemerintah kedepannya harus lebih memastikan agar setiap lapisan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan tanpa
memikirkan biaya kesehatan. Dengan demikian bahwa perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah supaya di
tingkat daerah atau bahkan seluruh daerah, agar kewajiban pemerintah untuk menjamin kesehatan benar-benar bisa
dilaksanakan secara merata.

4. KESIMPULAN

Kemiskinan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang semakin lama meningkat yang mengakibatkan kurangnya
lapangan pekerjaan, serta pola pikir masyarakat bahwa miskin adalah takdir tuhan. Angka kemiskinan bisa menurun apabila
adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yaitu dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk merubah pola
pikir serta adanya keinginan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan pemerintah dapat mendistribusian bantuan secara
merata dan tepat sasaran, dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah kedepannya lebih memastikan agar setiap
masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Pemerintah perlu membuat aturan teknis tingkat daerah untuk pelaksanaan
menjamin kesehatan warga negaranya. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak warga
negara atas akses kesehatan. Perlu adanya peninjauan tingkat daerah atas pelaksanaan jaminan kesehatan kepada masyarakat
secara berkala. Masyarakat harus proaktif dalam mengusahakan hak nya dibidang jaminan kesehatan.
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